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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada Jalan Pemuda yang 

dilakukan VJP pada Jalan Pemuda 1 arah pada pukul 16.00 – 16.59 WIB 

dengan nilai tingkat pelayanan C. Dan VJP pada Jalan Pemuda 2 arah 

pada pukul 07.00 – 07.59 WIB dengan nilai tingkat pelayanan C. Yang 

dimana tingkat pelayanan C artinya memiliki karakteristik arus stabil tetapi 

pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih 

tinggi dengan kecepatan sekurang – kurangnya 60 km/jam. Kepadatan 

lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat. 

Pengguna lalu lintas memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, 

pindah jalur atau mendahului. Dan kecepatan aktual dengan 

menggunakan metode persentil 85 untuk mengetahui kecepatan 

kendaraan saat itu juga. Didapatkan hasil untuk Jalan Pemuda 1 Arah 

kecepatan sepeda motor mencapai 44,2 Km/jam dan untuk kendaraan 

ringan mencapai 57 Km/jam. Sedangkan untuk Jalan Pemuda 2 arah 

kecepatan sepeda motor mencapai 56,6 Km/jam dan untuk kendaraan 

ringan mencapai 60,125 Km/jam. 

2. Masih banyaknya pengendara dari masing – masing arah yang memacu 

kendaraan melebihi batas kecepatan. Pada Jalan Pemuda 1 arah jumlah 

sepeda motor yang mematuhi batas kecepatan hanya 63% dan untuk LV 

hanya 27%. Sedangkan untuk Jalan Pemuda 2 arah jumlah sepeda motor 

yang mematuhi batas kecepatan hanya 8% dan LV hanya 27%. Dari 

persentase sangat terlihat masih banyaknya kendaraan yang melebihi 

batas kecepatan yang sudah ditetapkan pada Jalan Pemuda Kota Klaten. 

3. Penetapan batas kecepatan di masing – masing arah berdasarkan 

perhitungan, peraturan yang ada, dan probabilitas cedera maka batas 

kecepatan di tetapkan menjadi 40 Km/jam.  
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V.2 Saran 

1. Perlu peremajaan marka dan rambu yang sudah tidak jelas, tidak layak, 

dan beberapa rambu yang double. Yang dimana Mengganti rambu batas 

kecepatan pada Jalan Pemuda 2 arah yang awalnya 30 Km/jam menjadi 

40 Km/jam. 

2. Perlu pemasangan rumble strip, speed bumb, dan Warning Light pada 

ruas Jalan mayor atau minor. Yang diharapkan dapat mengurangi 

kecepatan dan menginformasikan kepada pengemudi untuk berhati – hati 

dalam berkendara. 

3. Penegakan hukum untuk pengendara dengan cara Pemasangan teknologi 

speed camera berupa CCTV yang terhubung dengan sistem e-tilang. 

Teknologi ini diharapkan mampu menangkap kecepatan kendaraan yang 

melintas dan diharapkan akurat saat menghitung kecepatan. Sehingga 

para pengendara akan berhati – hati dan selalu terpantau melalui 

teknologi ini. Dan sistem e-tilang sendiri sudah berjalan di beberapa kota 

di Indonesia yang mana diharapkan dapat diterapkan di seluruh Indonesia 

untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara. 
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